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Anak Agung Adi Lestari2

Abstract
The title of this legal writing is standard agreemant in motorcycle sale-purchase 
credit based on Law No. � of 1999. This writing has a background on the 
development of technologies that helps humans more easily to fulfill the porpuse 
in their lives. This is about transportations means of motorcycle. The various 
types of vehicles to be marketed provide a portion of the position in the agreemant. 
One of the agreements can be seen in the field of motorcycle sale-purchases 
credit which become increasingly importantand a agreement is needed so that 
there is a legal certainty for the purchas. In a sale-pruchase agreement, there 
is a standard agreemant often used by business people to make a profit. In this 
case the party much involved with accountability is the consumer, i.e as and user 
of goods and services has a powerless position against the standard agreement 
given by the business people. In this case the business propietors are given the 
operating restriction and liability for losses suffered by consumers which are 
poured into the prevailing legislations. The method  in this study used empirical 
methods. The legal protection on consumers in motorcycle sale-purchase credits 
is guided by the Law  No. � of 1999, which regulates the rights and obligations 
of consumers and business people. The application of standard  agreements 
in motorcycle sale-purchase credit must be in accordance with the Consumer 
Protection Act.

Keywords   :    Sale-pruchase agreement, Standard agreement, 
  Consumer Protection

Abstrak
Adapun judul penul�san hukum �n� adalah perjanj�an baku dalam jual bel� kred�t 
sepeda motor d�t�njau dar� Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 . Penul�san �n�  
mem�l�k� latar mengena� perkembangan teknolog� yang telah manus�a semak�n 
mudah memenuh� tujuannya dalam h�dupnya. Hal �n� mengena� alat transportas� 
sepeda motor. Adanya jen�s-jen�s kendaraan yang beraneka ragam d�pasarkan, 
hal tersebut akan member�kan pors� kedudukan dalam perjanj�an. Salah satu 
perjanj�an dapat d�l�hat pada b�dang jual bel� kred�t terhadap transportas� 
kendaraan sepeda motor semak�n pent�ng art�nya suatu perjanj�an d�perlukan 
agar terdapat kepast�an hukum terhadap jual bel�. Dalam suatu perjanj�an jual 
bel� d�kenal adanya perjanj�an baku yang ser�ng d�pergunakan oleh pelaku usaha 
1 Art�kel �n� merupakan karya �lm�ah mahas�swa pada Program Stud� Mag�ster (S2) Ilmu Hukum 

Program Pascasarjana Un�vers�tas Udayana, serta mengucapkan ter�makas�h kepada Prof. Dr. Yohanes 
Usfunan, Drs.,SH.,M.Hum dan Dr. I Nyoman Suyatna, SH.,MH selaku Pemb�mb�ng Tes�s.
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untuk memperoleh keuntungan. Hal �n� p�hak yang banyak terl�bat dengan 
pertanggung jawaban adalah konsumen, ya�tu sebaga� pemaka� terakh�r barang 
dan jasa mempunya� kedudukan yang t�dak berdaya menghadap� perjanj�an 
baku yang d� ber�kan oleh pengusaha. Dalam hal �n� para pelaku usaha d�ber�kan 
batasan serta tanggung jawab atas kerug�an yang d�alam� oleh konsumen yang 
d�tuangkan kedalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun 
metode pada penel�t�an hukum �n� menggunakan metode emp�r�s. Perl�ndungan 
hukum terhadap konsumen dalam jual bel� kred�t sepeda motor berpedoman 
pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang mengatur tentang hak dan 
kewaj�ban konsumen dan pelaku usaha. Penerapan perjanj�an baku dalam jual 
bel� kred�t sepeda motor harus sesua� dengan Undang-Undang Perl�ndungan 
konsumen. 

Kata Kunc� : Perjanj�an Jual Bel�, Perjanj�an Baku, Perl�ndungan Konsumen.

sama-sama mengadakan kesepakatan.  
Salah satu perjanj�an dapat d�l�hat 
pada b�dang jual bel� kred�t terhadap 
transportas� kendaraan sepeda 
motor semak�n pent�ng art�nya suatu 
perjanj�an d�perlukan agar terdapat 
kepast�an hukum terhadap jual bel�. 

Dalam suatu perjanj�an jual bel� 
d�kenal adanya perjanj�an baku yang 
ser�ng d�pergunakan oleh para pelaku 
usaha untuk memperoleh keuntungan-
keuntungan suatu target b�sn�snya. 
Beberapa faktor penyebab terjad�nya 
perjanj�an baku oleh pelaku usaha 
adalah :
1. Adanya kebutuhan dar� 

pengusaha untuk mempers�apkan 
�s� perjanj�an terleb�h dahulu 
agar memudahkan penyed�aan 
set�ap saat, apab�la masyarakat 
(konsumen) membutuhkan.

2. Pengusaha meng�kut sertakan 
perjanj�an baku dengan maksud 
untuk mengatur tanggung 
jawabnya j�ka pelaksanaan 
(prestas�) perjanj�an �tu t�dak 
tercapa�.

I.      PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Dewasa �n� perkembangan 
teknolog� telah membuat manus�a 
semak�n mudah memenuh� beberapa 
tujuan dalam h�dupnya. Sepert� dalam 
adanya berbaga� jen�s kendaraan 
yang hamp�r set�ap saat ada yang 
baru, ba�k dar� teknolog� maupun 
mereka dan la�n-la�n, seh�ngga warga 
masyarakat selalu �ng�n mel�hat 
barang-barang  baru tersebut yang 
d�yak�n� akan dapat member�kan 
serv�ce leb�h ba�k d�band�ngkan 
dengan m�l�knya terdahulu. Adanya 
jen�s-jen�s kendaraan yang beraneka 
ragam d�pasaran, hal tersebut akan 
member�kan pors� kedudukan dalam 
suatu perjanj�an, perjanj�an menurut 
Subekt� adalah suatu per�st�wa d�mana 
seseorang  berjanj� untuk melaksanakan 
sesuatu hal.3 

Ura�an tersebut mengatakan, 
bahwa perjanj�an merupakan d�mana 
dua orang yang sal�ng berjanj�an 
untuk melakukan sesuatu dan mereka 
3  Subekt�, 1979, Hukum Perjanj�an, Cet ke-IV, 

PT Intermasa, Jakarta, hlm 1.
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Penerapan perjanj�an baku 
adalah :
1. Dapat menghemat waktu pada 

set�ap kal� d�adakan perjanj�an, 
karena perjanj�an baku adalah 
bers�fat penawaran umum, 
d�mana konsumen alternat�fnya 
hanya t�nggal mener�ma atau 
menolak sama sekal�. Oleh sebab 
�tu dengan adanya perjanj�an 
baku �tu t�dak lag� d�adakan 
pe rund �ngan -pe rund �ngan 
mengena� ketentuan-ketentuan 
kontrak, seh�ngga pembuatan 
perjanj�an �tu dapat berjalan 
cepat.

2. Dapat menghemat penggunaan 
tenaga dengan  t�dak  lag� 
d�adakan perund�ngan tentang 
ketentuan kontrak, maka berart� 
penyederhanaan pembuatan 
perjanj�an, seh�ngga pengusaha 
dapat menyerahkan pekerjaan 
�tu kepada orang-orang  yang 
ada d�bawah per�ntahnya.

3. Dapat menghemat pengeluaran 
untuk gant� rug�. Meng�ngat 
d�dalam perjanj�an baku telah 
d�tentukan tanggung jawab dalam 
hal menggant� kerug�an, maka 
dengan pembakuan tersebut 
pengusaha akan memperoleh 
pembakuan, pengusaha akan 
memperoleh efisiensi dalam 
penggant�an kerug�an.
P�hak yang banyak terl�bat 

dengan pertanggung jawaban adalah 
konsumen, ya�tu pemaka� terakh�r dar� 
barang dan jasa. Konsumen sebaga� 

pemaka�  terakh�r dar� barang-barang 
dan jasa, mempunya� kedudukan yang 
t�dak berdaya menghadap� perjanj�an 
baku yang d�ber�kan oleh pengusaha.  
Sehubungan dengan dengan penerapan 
perjanj�an baku dalam suatu perusahaan, 
d�kenal adanya suatu klausula yang 
d�sebut “Exempt�on Clause” atau 
klause eksoneras�, ya�tu berka�tan 
dengan pembatasan tanggung jawab 
dar� pelaku usaha terhadap kerug�an 
konsumen.4 

Menurut ura�an tersebut dapat 
d�katakan, bahwa para pelaku usaha 
d�ber�kan batasan serta tanggung 
jawab atas kerug�an yang d�alam� oleh 
konsumen yang d�tuangkan kedalam 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  Dalam hal �n� konsumen 
d�harapkan  mendapatkan pelayanan 
yang ba�k dar� pelaku usaha dalam  
melakukan suatu transaks� jual bel�.  
Jual bel� merupakan suatu penerapan 
b�sn�s yang harus sesua� dengan 
peraturan dan mem�l�k� suatu et�ka 
yang bertujuan supaya terc�ptanya 
praktek b�sn�s yang sehat  dan beret�ka. 
Dengan menjalankan suatu perjanj�an 
jual yang sehat serta sesua� dengan 
aturan dan mem�l�k� suat et�ka yang 
ba�k, maka akan terjad� penerapan 
b�sn�s jual bel� menjad� lancar sesua� 
dengan yang d� harapkan warga 
masyarakat.

4 Mar�am Darus Badrulzaman, 1981, 
Pembentukan Hukum Nas�onal Dan 
Permasalahannya, Alumn� Bandung, hlm 68.
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1.2 Perumusan Masalah
Adapun masalah yang d�bahas 

dalam penel�t�an berdasarkan latar 
belakang d� atas, sebaga� ber�kut:
1. Baga�manakah perl�ndungan 

hukum terhadap konsumen 
atau deb�tur dalam jual bel� 
kred�t  sepeda motor d�t�njau 
dar� Undang-Undang  Nomor 8 
Tahun 1999  ?

2. Baga�manakah penerapan 
perjanj�an baku dalam jual bel�  
kred�t sepeda motor d�t�njau dar� 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 ?

1.3    Tujuan Penelitian
Penel�t�an �n� mem�l�k� tujuan 

adalah sebaga� ber�kut:
1.3.1   Tujuan Umum

Secara umm penel�t�an �n� 
mem�l�k� tujuan untuk melat�h d�r� 
dalam rangka menyatakan p�k�ran 
�lm�ah secara tertul�s dan untuk 
mengembangkan �lmu hukum terka�t 
dengan parad�gma sc�ence as a 
proces (�lmu sebaga� proses). Dengan 
parad�gma �n� �lmu t�dak akan pernah 
mandek (final) dalam penggaliannya 
atas kebenaran d�b�dang objeknya 
mas�ng-mas�ng.5

1.3.2   Tujuan Khusus
Secara khusus penel�t�an �n� 

mem�l�k� tujuan sebaga� ber�kut:

5 Program Stud� Mag�ster (S2) Ilmu Hukum 
Program Pasca Sarjana Un�vers�tas Udayana, 
2013, Pedoman Penul�san Usulan Penel�t�an 
Tes�s dan Penul�san Program Stud� Mag�ster 
(S2) Ilmu Hukum, Denpasar, hlm 28.

1. Untuk mengetahu� leb�h 
mendalam sah atau t�daknya 
perjanj�an baku tersebut, 
ba�k secara teor�t�s maupun 
dalam kenyataannya terhadap 
masyarakat  dalam jual bel�.

2. Untuk mengetahu� penerapan 
perjanj�an baku dalam jual bel� 
kred�t sepeda motor d�t�njau 
dar�  Undang –Undang Nomor 8 
Tahun 1999.

II.   METODE PENELITIAN
Adapun metode yang 

d�pergunakan dalam penel�t�an �n� 
adalah metode emp�r�s yan merupakan   
salah satu jen�s penel�t�an hukum 
d�mana menganal�s�s dan mengkaj� 
bekerjanya d� masyarakat.6 Penel�t�an 
secara emp�r�s d�mana bekerjanya 
hukum dalam masyarakat d�kaj� dar� 
t�ngkat  efekt�v�tas hukum, dalam hal 
�n� mengena� suatu perjanj�an baku 
yang d�gunakan dalam jual bel� sepeda 
motor. 

Sumber data yang d� pergunakan 
untuk mendukung penel�t�an �n�  
bersumber ya�tu:
1. Data pr�mer 

Data yang merupakan data yang 
d�peroleh dar� lokas� penel�t�an pada 
perusahaan sepeda motor. D�antaranya 
adalah perusahaan Suzuk� Indo 
Perkasa sepeda motor beralamat 
d� jalan Veteran No. 4 Denpasar,  
Yamaha N�aga Motor beralamat d� 

6 H.Sal�m dan Erl�es Sept�ana Nurban�, 2013, 
Penerapan Teor� Hukum Pada Penel�t�an Tes�s 
dan Disertasi, PT Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, hlm. 20.
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jalan Pat�mura No. 8 Denpasar, dan 
Made Ferry Motor beralamat d� Jalan 
Pat�mura No. 24 Denpasar.
2. Data Sekunder 

Data yang d�peroleh dengan 
melakukan  penel�t�an pada 
perpustakaan dengan mengkaj� 
peraturan perundang-undangan yang 
mengatur  perjanj�an baku serta 
buku-buku has�l penel�t�an dar� para 
ahl� hukum dan jurnal-jurnal yang 
berka�tan dengan perjanj�an baku.

III   HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Perjanjian Baku Dan    

Perlindungan Konsumen
Perjanj�an baku merupakan 

standard contract yang d�kemukakan 
oleh Az. Nasut�on dalam bukunya 
“Konsumen dan Hukum”,7 sedangkan 
dalam hukum Inggr�s menyebutkan 
sebaga� Standard Form  Contrat. 
Dalam hal �n�, Abdulkad�r Muhamad, 
menerjemahkan dengan �st�lah 
perjanj�an baku adalah kata baku  
art�nya  tolak ukur yang d�paka� 
patokan.8 Ura�an tersebut  mengatakan, 
bahwa perjanj�an baku merupakan 
perjanj�an yang sudah d�tentukan atau 
d�tetapkan dalam suatu perjanj�an jual 
bel�. Perjanj�an baku dapat d�katakan 
sebaga� tolak ukur sebaga� patokan atau 
pedoman dalam melakukan perjanj�an 
jual bel�. 

7  Az Nasut�on, 1995, Konsumen Dan Hukum, 
T�njaun Sos�al, Ekonom�, dan Hukum Pda 
Perl�ndungan Konsumen Indones�a, Pustaka 
S�nar Harapan, Jakarta,hlm. 44.

8 Abdulkad�r Muhamad, 1986, Hukum 
Perjanj�an, Alumn� Bandung, hlm. 93.

Menurut Pasal 1 ayat (10) 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
menyatakan:
  “Klausula baku adalah set�ap 

aturan atau ketentuan dan syarat-
syarat yang telah d�pers�apkan 
dan d�tetapkan terleb�h dahulu 
secara sep�hak oleh pelaku usaha 
yang d�tuangkan d� dalam suatu 
dokumen dan/atau perjanj�an yang 
meng�kat dan waj�b d�penuh� oleh 
konsumen”

Dar�  ura�an Pasal  tersebut 
dapat d�katakan, bahwa Klausula baku 
merupakan suatu aturan atau syarat-
syarat ketentuan yang harus pers�apkan 
terleb�h dahulu kedalam suatu dokumen 
yang s�fatnya meng�kat waj�b d�penuh� 
oleh konsumen. Menurut Gunawan W 
dan Ahmad Y, mengatakan:
  Perjanj�an baku adalah suatu 

dokumen atau perjanj�an yang 
d�buat oleh salah satu p�hak 
yang  “leb�h dom�nan” dar� p�hak 
la�nnya. D�katakan bers�fat” baku”, 
karena  ba�k perjanj�an maupun 
klausula tersebut, t�dak dapat dan 
t�dak mungk�n d�negos�as�kan 
atau tawar menawar oleh p�hak 
la�nnya.9

Ura�an tersebut mengatakan 
perjanj�an baku merupakan suatu 
dokumen yang d�buat  oleh salah satu 
p�hak saja dan perjanj�an tersebut t�dak 
dapat d�negos�as�kan atau d�tawar oleh 
p�hak la�nnya.

Mar�am Darus Badrulzaman 
mengatakan, bahwa Perjanj�an 
Standard (baku)  adalah perjanj�an yang  
�s�nya d�bakukan dan d�tuangkan dalam 

9 Gunawan W dan Ahmad Y, 2000, Perl�ndungan 
Konsumen, Cet. 1, PT Gramed�a Utama, 
Jakarta, hlm. 53.
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bentuk formul�r.10  Dalam praktek 
perjanj�an tumbuh sebaga� perjanj�an 
tertul�s dalam bentuk formul�r. Hal �n� 
karena perbuatan-perbuatan hukum  
sejen�s yang selalu terjad� berulang-
ulang dan teratur mel�batkan banyak 
orang, men�mbulkan kebutuhan 
untuk mempers�apkan �s� perjanj�an 
�tu terleb�h dahulu dan kemud�an 
d�lakukan penyed�aan set�p saat j�ka 
d�perlukan.

Dalam menggunakan perjanj�an 
baku �n�, t�dak selamanya d�pandang 
dar� s�s� negat�fnya saja. Dalam hal 
�n� perjanj�an baku juga d�pandang 
mem�l�k� s�s� pos�t�f. S�s� pos�t�fnya 
menurut S�dartha menyatakan,  bahwa 
d�buatnya perjanj�an baku �tu bertujuan 
untuk member�kan kemudahan atau 
keprakt�san bag� para p�hak yang 
bersangkutan.11  Bel�au mengatakan, 
bahwa kemudahan dan keprakt�san 
mempunya� maksud ya�tu berupa 
transaks� konsumen umumnya cepat, 
b�aya penyusunan kontrak prakt�s, 
syarat-syarat konsumen umumnya 
telah tersusun, seh�ngga adanya 
penghematan energ� bag� konsumen. 

Menurut Pasal 1320 KUH 
Perdata menyebutkan, bahwa suatu 
perjanj�an harus memenuh� empat 
unsur d�antaranya ya�tu:
1. Sepakat mereka yang erat-

meng�katkan d�r�nya,

10 Mar�am Darus Badrulzaman,1981, 
Pembentukan Hukum Nas�onal dan 
Permasalahannya. Alumn� Bandung, hlm. 68.

11 S�dartha, 2000, Hukum Perl�ndungan 
Konsumen Indones�a, PT Gras�ndo, Jakarta, 
hlm. 119.

2. Kecakapan untuk membuat suatu 
per�katan,

3. Suatu hal tertentu, 
4. Suatu sebab yang halal.

Dalam perjanj�an baku d�anggap 
sah apab�la telah memenuh� syarat-
syarat  baku yang d�tentukan. Sahnya 
suatu perjanj�an  baku, apab�la  
d�perlakukannya  syarat-syarat baku 
bag� para p�hak yang meng�ng�nkannya. 
AZ. Nasut�on mengatakan terdapat 
t�ga cara berlakunya syarat-syarat baku 
d�antaranya, ya�tu:
1. Memuatnya dalam but�r-but�r 

perjanj�an yang konsepnya telah 
d�pers�apkan terleb�h dahulu 
oleh salah satu p�hak, b�asanya 
oleh kalangan pengusaha, 
ba�k �tu produsen, d�str�butor, 
atau pedagang eceran produk 
bersangkutan �tu. Pokoknya 
d�sed�akan oleh s� penyed�a 
barang atau jasa yang d�tawarkan 
pada orang banyak (perhat�kan 
kontrak-kontrak jual bel� atau 
bel� sewa kendaraan bermotor, 
perumahan, alat-alat elektron�k 
dan la�n-la�n.

2. Dengan memuatnya dalam 
car�k-car�k kertas ba�k berupa 
tabel, kw�tans�, bon, tanda ter�ma 
barang atau la�n-la�n.(perhat�kan 
pada car�k kertas /bon/atau 
tanda penyerahan barang dar� 
toko, keda�, supermarket dan 
sebaga�nya).

3. Dengan pembuatan pengumuman 
tentang tentang berlakunya 
syarat-syarat baku d�tempat-
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tempat tertentu, sepert� d�tempat-
tempat park�r atau d� hotel/ 
peng�napan dengan meletakkan 
atau menempelkan pengumuman 
�tu d� meja /d� ruang pener�maan 
tamu atau duduk pada kamar 
yang d�sewakan.12

Berdasarkan pendapat bel�au 
d�atas, sahnya suatu perjanj�an baku 
dapat d�katakan, apab�la para p�hak 
yang meng�ng�nkan perjanj�an �tu 
serta memenuh� ketentuan-ketentuan 
syarat-syarat baku degan jalan 
menandatangan� persyaratan tersebut. 
Dengan d�ter�ma syarat-syarat baku 
�tu, berart� telah terjad� persesu�an 
kehendak antar p�hak-p�hak yang 
berjanj�, dan syarat-syarat baku �n� 
akan mempunya� kekuatan yang 
meng�kat.

Perjanj�an baku yang terdapat 
d� masyarakat Mar�am Darus 
Badrulzaman mengemukakan ada 
beberapa jen�s perjanj�an baku dapat 
d�bedakan ya�tu:
1. Perjanj�an baku sep�hak  

adalah perjanj�an yang �s�nya 
d�tentukan oleh p�hak yang kuat 
kedudukannya dalam perjanj�an 
�tu. P�hak yang kuat d� s�n� yakn� 
p�hak kred�tur yang laz�mnya 
mempunya� pos�s� yang kuat 
b�la d�band�ngkan dengan p�hak 
deb�tur.

12  E.H Hond�os, 1999, Syarat-Syarat Baku Dalam 
Hukum  Kontrak, termuat pada Comped�um 
Hukum Belanda, Yayasan Kerjasama Ilmu 
Hukum Indones�a Belanda, S-Gravenhage 
1978 hlm 151 D�kut�p Dar� Az Nasut�on, 
Perl�ndungan Konsumen Suatu Pengantar, cet 
1, Daya W�dya, Jakarta, hlm 101.

2. Perjanj�an baku yang d�tetapkan 
oleh pemer�ntah adalah perjanj�an 
baku yang �s�nya d�tentukan oleh 
pemer�ntah terhadap perbuatan-
perbuatan hukum tertentu, 
m�salnya perjanj�an yang 
mempunya�  obyek hak atas 
tanah.

3. Perjanj�an baku yang d�tentukan 
d� l�ngkungan notar�s atau 
advokat adalah perjanj�an-
perjanj�an yang konsepnya sejak 
semula sudah d�sed�akan untuk 
memenuh� perm�ntaan dar� 
anggota masyarakat yang m�nta 
bantuan notar�s  atau advokat 
yang bersangkutan.13

Sepert� telah d�sebutkan d�atas, 
beberapa jen�s perjanj�an baku ada 
yang d�sebut dengan  perjanj�an baku 
sep�hak. Dalam hal �n� d�umpamakan 
seseorang yang �ng�n membel� sepeda 
motor  dengan cara kred�t, pada 
umumnya terleb�h dahulu mereka 
mener�ma formul�r  yang ber�s�kan 
syarat-syarat untuk melakukan kred�t 
sepeda motor, d�mana para konsumen 
harus memperhat�kan syarat-syarat 
tersebut untuk mengajukan kred�t 
ke perusahaan sepeda motor �tu. 
Oleh sebab ke�ng�nan konsumen 
untuk mem�l�k� sepeda motor, maka 
mereka mener�ma syarat-syarat yang 
d�tentukan oleh p�hak perusahaan.  
Apab�la dalam hal �n� ada beberapa 
p�hak yang kurang mener�ma, namun 
13 Mar�am Darus Badrulzaman, 1980, Perjanj�an 

Baku Perkembangannya d� Indones�a, Alumn� 
Bandung, hlm. 10.
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�tu merupakan persyaratan yang harus 
d�lakukan untuk mendapatkan barang 
yang mereka �ng�nkan agar t�dak ada 
unsur paksaan dalam melaksanakan 
perjanj�an baku �n� , seba�knya para 
pembuat perjanj�an atau pengusaha 
harus meng�ngatkan para konsumen 
akan adanya perjanj�an baku tersebut.

Pada umumnya perjanj�an baku 
terdapat pada b�dang-b�dang atau usaha 
pember� jasa kepada masyarakat, maka 
dar� �tu perjanj�an baku bers�fat:
1. Pelayanan berkala
 S�fat �n� t�mbul karena hubungan 

hukum antara pengusaha dan 
konsumen t�dk tetap.

2. Pember� Kuasa 
 Adanya pember�an  �n� 

adalah karena konsumen 
telah member�kan kuasa atau 
kepercayaan kepada pengusaha 
untuk melakukan sesuatu, 
umpamanya kred�t sepeda 
motor. Tentang pember� kuasa 
�n� sebaga�mana d�rumuskan 
dalam Pasal 1792  KUH Perdata 
, adalah “Suatu persetujuan atas 
suruhan pember� kuasa dengan 
menggunakan kata “ atas nama 
s� pember� kuasa”.14 

Hal tersebut dapat d�katakan, 
bahwa perjanj�an baku umumnya 
mempunya� b�dang-b�dang send�r�, 
ba�k �tu bers�fat pelayanan berkala, 
dan pember� kuasa, seh�ngga suatu 
14 Pr�yono Prodjod�koro, 1981, Hukum Perdata 

Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu, 
Cet ke-VII, Sumur Bandung, hlm. 152.

persetujuan tersebut menggunakan 
atas nama s� pember� kuasa.

Perl�ndungan konsumen 
mem�l�k� �st�lah berka�tan dengan 
perl�ndungan hukum.15 Oleh sebab �tu, 
perl�ndungan konsumen mengandung 
aspek hukum. Secara umum d�kenal 
ada empat hak dasar konsumen ya�tu:
1. Hak untuk mendapatkan 

keamanan (the right to safety)
2. Hak  untuk mendapatkan 

�nformas� (the right to be 
informed) 

3. Hak untuk mem�l�h (the right to 
chosse)

4. Hak untuk d�dengar  (the right  
to be hard).

Selanjutnya suatu perjanj�an 
baku pada dasarnya mengandung  
s�fat-s�fat yang banyak men�mbulkan 
kerug�an pada p�hak konsumen,  
padahal sebenarnya  para konsumen 
harus memperoleh hak-hak mereka 
yang waj�b d�dapatkannya. Berka�tan 
dengan adanya suatu perjanj�an baku 
�n�, maka pemer�ntah Indones�a 
merasa perlu membuat suatu ketentuan 
hukum yang dapat mel�ndung� 
kepent�ngan para konsumen , seh�ngga 
terbentuklah Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999. Hak konsumen d�atur 
dalam Pasal 4, bag�an pertama dan 
kewaj�ban konsumen d�atur dalam 
Pasal 5, bag�an kedua, Bab  III 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
tentang Perl�ndungan Konsumen, pada 
Pasal tersebut menyatakan, hak-hak 

15  S�dartha, Op C�t, hlm. 16.
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yang d�ber�kan berupa kenyamanan, 
keamanan, dan keselamatan, mem�l�h, 
mendapatkan �nformas�,  mendengar 
keluhan, mendapatkan perl�ndungan, 
mendapatkan pend�d�kan, memperoleh 
pelayanan yang ba�k pada konsumen, 
kewaj�ban konsumen meng�kut� 
petunjuk prosedur pemaka�an 
suatu barang, ber�t�kad ba�k dalam 
bertransaks�, meng�kut� upaya 
penyelesa�an sengketa.

Kemud�an pada bag�an kedua, 
Bab III, Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perl�ndungan 
Konsumen, hak pengusaha d�atur 
dalam Pasal 6 dan kewaj�ban pengusaha 
d�atur dalam Pasal 7.

Adapun hak pengusaha ya�tu, 
hak mener�ma pembayaran, hak untuk 
mendapatkan perl�ndungan hukum,  
dan hak untuk mendapatkan  pembelaan 
d�r�, sedangkan kewaj�bannya ya�tu, 
ber�t�kad ba�k dalam melakukan 
keg�atan, member�kan �nformas� yang 
benar, melayan� konsumen dengan 
ba�k,  dan member� kompensas� gant� 
rug� 

Ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
�n sebaga� hak dan kewaj�ban pelaku 
usaha yang merupakan �nt�mon� 
(mem�l�k� makna sama) dalam hukum, 
seh�ngga kewaj�ban pelaku usaha 
dapat d�l�hat sebaga� hak konsumen.

Dar� hak-hak tersebut d� atas,  
ada juga hak  untuk d�l�ndung� dar� 
ak�bat, negat�f persa�ngan curang  
(Unfair Competition).  Dengan 
ura�an tersebut d�atas dapat d�katakan 
secara yur�d�s (hukum) perl�ndungan 

konsumen mem�l�k� beberapa  aspek, 
antara  la�n:
1. Aspek hukum perl�ndungan 

konsumen keperdataan, 
mencakup hukum per�katan dan 
hukum  kebendaan;

2. Aspek hukum perl�ndungan  
konsumen p�dana;

3. Aspek hukum perl�ndungan 
konsumen tata negara dan

4. Aspek hukum perl�ndungan 
konsumen trad�s�onal.

Dengan dem�k�an dapat  
d�s�mpulkan, bahwa aspek 
perl�ndungan konsumen terkandung 
dalam perjanj�an baku adalah sebaga� 
ber�kut:
1. Aspek hukum perdata, 

mel�put� per�katan dan hukum 
kebendaan.

2. Aspek hukum publ�k, mel�put� 
hukum p�dana dan hukum 
adm�n�stras� negara.

Ad 1.  Aspek Hukum Perdata
Salah satu asas hukum yang 

d�anut oleh hukum perjanj�an adalah 
“asas kebebasan berkontrak” yang 
berart� set�ap orang bebas mengadakan 
suatu perjanj�an yang memuat syarat-
syarat perjanj�an macam apapun, 
sepanjang perjanj�an d�buat secara 
sah dan ber�t�kad ba�k, serta t�dak 
melanggar ketert�ban umum dan 
kesus�laan ( Pasal 1320 Jo 1338 ). 
Perjanj�an tersebut berlaku sebaga� 
undang-undang bag� para p�hak. 
Buku ket�ga tentang per�katan K�tab 
Undang-Undang Hukum Perdata pada 
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umumnya memuat tentang ka�dah-
ka�dah hukum yang berkenaan dengan 
transaks� konsumen (hubungan 
hukum konsumen). Salah satunya 
hubungan konsumen ya�tu, jual bel� 
kred�t sepeda motor d�antaranya, 
Honda dan Yamaha yang berlokas� d� 
l�ngkungan w�layah Denpasar terjad� 
dengan menggunakan syarat-syarat 
baku  (selanjutnya d�sebut perjanj�an 
baku  atau standard contract) adalah 
perjanj�an yang syarat-syaratnya telah 
d�pers�apkan terleb�h dahulu oleh 
p�hak pelaku usaha. Perl�ndungan 
terhadap konsumen yang d�ber�kan 
oleh pemer�ntah Indones�a melalu� 
ketentuan Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999, khususnya Bab V, 
ketentuan pencantuman klausula baku, 
Pasal 18 menyebutkan, bahwa pelaku 
usaha dalam melakukan transaks� jual 
bel� kred�t terhadap konsumen harus 
memperhat�kan ketentuan-ketentuan 
yang tertuang dalam Undang-Undang 
Nomor 8  Tahun 1999 yang pada 
pr�ns�pnya bermaksud atau bertujuan 
mel�ndung� terhadap para konsumen. 
Ad  2.   Aspek  Hukum Publ�k

Dengan aspek hukum publ�k, 
d�maksudkan seg�-seg� hukum 
publ�k yang menjad� sumber dan/
atau para l�ngkungan konsumen dan/
atau perl�ndungan konsumen.  Seg� 
hukum p�dana yang berka�tan dengan 
perl�ndungan konsumen member�kan  
pengaruh pada perl�ndungan 
konsumen, ak�bat t�ndak p�dana 
d�lakukan seseorang  (p�hak pelaku 
usaha dan konsumen), maka p�hak 
konsumen secara mater��l berhak 

mengajukan perkara gant� rug� 
terhadap pelaku t�dak p�dana tersebut. 
Secara adm�n�stras� bertugas mengatur 
penataan dan kendal� pemer�ntah 
terhadap berbaga� keg�atan warga 
dalam keh�dupan d� masyarakat 
nas�onal maupun �nternas�onal, sepert� 
melalu� pember�an �z�n (l�sens�) 
mengadakan perancangan ataupun 
pember�an subs�d�, termasuk juga 
pemer�ntah melakukan pemb�naan 
atau pengawasan terhadap akt�v�tas 
warga masyarakat publ�k.

3.2 Perjanjian Baku Dalam Jual 
Beli Kredit Sepeda Motor
Alat transportas� sangat 

d�butuhkan oleh masyarakat untuk 
menjalankan akt�v�tasnya. Alat 
transportas� yang d�maksud d� s�n� 
adalah sepeda motor. Supaya mem�lk� 
sepeda motor, mereka harus datang 
keperusahaan sepeda motor untuk 
mel�hat merek apa yang mereka 
�ng�nkan. Setelah memperoleh sepeda 
motor kemud�an mereka mengadakan 
suatu transaks� jual bel�. Menurut 
Subekt� mengatakan:
  Jual bel� adalah suatu perjanj�an 

yang bert�mbal bal�k dalam mana 
p�ak yang satu (s� penjual) berjanj� 
untuk menyerahkan ha m�l�k atas 
suatu barang. Sedang p�hak yang 
la�nnya (s� pembel�) berjanj� untuk 
membayar harga yang terd�r� 
atas sejumblah uang sebaga� 
�mbalan dan perolehan hak m�l�k 
tersebut.16

Sela�n melakukan transaks� jual 
bel�  secara tuna� juga ada menggunakan 
16 Subekt�, 1995, Aneka Perjanj�an, C�tra Ad�tya, 

Jakarta, hlm. 1.
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transaks� jual bel� secara kred�t. Dalam  
hal �n� p�hak konsumen dan pelaku 
usaha sebelum melakukan transaks� 
jual bel�, mereka terleb�h dahulu harus 
mengadakan suatu perjanj�an, karena 
perjanj�an tersebut member�kan 
kepast�an dalam jual bel�. Suatu 
perjanj�an sah apab�la terpenuh�nya 
empat syarat  yang  terdapat dalam 
Pasal  1320 KUH Perdata. Dalam suatu 
perjanj�an d�kenal dengan adanya 
perjanj�an baku. Secara  formal dasar 
berlakunya perjanj�an terl�hat dalam 
buku III, Pasal  1338 KUH Perdata 
yang menyatakan:
  “Semua perjanj�an yang d�buat 

secara sah berlaku sebaga� 
Undang-Undang bag� mereka yang 
membuatnya”.  

Sedangkan perjanj�an baku 
menurut Pasal  1 ayat (10) Undang-
Undang  Nomor 8 Tahun 1999, 
menyatakan:
  “Klausula baku adalah set�ap 

aturan atau  ketentuan dan syarat-
syarat  yang telah d�sed�akan 
dan d�tetapkan terleb�h dahulu 
secara sep�hak oleh pelaku usaha 
yang d�tuangkan kedalam suatu 
dokumen /atau perjanj�an yang 
meng�kat dan waj�b d�penuh� oleh 
konsumen”.

Dalam hal �n� jual bel� kred�t 
sepeda motor, untuk memperoleh 
sepeda motor secara kred�t p�hak 
konsumen terleb�h dahulu menanyakan 
syarat-syarat apa yang harus d�penuh�. 
Dalam jual bel� kred�t sepeda motor  
syarat-syarat baku sudah d�cantumkan 
dalam persyaratan kred�t. Syarat-
syarat baku tersebut harus jelas dapat 

d�mengert� oleh p�hak konsumen. 
Dalam Pasal 18 ayat (2), Bab V 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999, d�berlakukan larangan bag�:
  “Pelaku usaha dagang 

mencantumkan klausula baku, yang 
letak  atau bentuknya sul�t terl�hat 
atau t�dak dapat d�baca secara jelas 
atau yang pengungkapannya sul�t 
d�mengert�”.

Jad� dar� ketentuan Pasal tersebut 
d�atas, pelaku usaha dalam membuat 
suatu perjanj�an harus menepat� but�r-
but�r perjanj�an pada formul�r secara 
jelas dan tel�t� agar t�dak terjad� 
kesalahan dalam jual bel� kred�t 
sepeda motor.  Dar� data-data yang 
d�peroleh pada perusahaan Suzuk�, 
Yamaha, dan Honda sudah jelas 
mencantumkan syarat-syarat baku 
dalam jual bel� kred�t sepeda motor.  
Dar� mas�ng-mas�ng d�atas, syarat-
syarat baku dalam jual bel� kred�t 
sepeda motor d�sed�akan oleh  pelaku 
usaha  (p�hak konsumen). Syarat-
syarat baku tersebut sudah jelas serta 
d�mengert� oleh konsumen ba�k dalam 
pencantuman harga ketentuan kred�t 
maupun kelengkapan adm�n�stras�. 
Tujuan penyed�aan syarat-syarat baku 
oleh pelaku usaha (p�hak perusahaan) 
ya�tu untuk memudahkan konsumen 
d� dalam  mengadakan transaks� jual 
bel� kred�t sepeda motor. Pasal 18 ayat 
(4). Bab V Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1999 menyatakan, bahwa:
  “Pelaku usaha waj�b menyesua�kan 

klausula baku yang  bertentangan 
dengan Undang-Undang �n�”
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Dar� Pasal tersebut d�atas 
perjanj�an baku dapat d�gunakan 
tetap� harus sesua� kesepakatan 
kedua belah p�hak serta ke�ng�nan 
dar� mas�ng-mas�ng p�hak dan t�dak 
keluar dar� aturan-aturan yang ada 
. Dalam perjanj�an baku, d�mana 
pelaksanaannya pelaku usaha dan 
konsumen harus melaksanakan hak 
dan kewaj�bannya.

Perjanj�an baku merupakan 
suatu perjanj�an yang d�buat sep�hak 
oleh pelaku usaha, d�mana perjanj�an 
tersebut harus d�sepakat�  oleh 
p�hak konsumen. Dar� sahnya suatu 
perjanj�an akan men�mbulkan suatu 
ak�bat  hukum yang meng�kat bag� 
kedua belah p�hak yang  membuatnya 
sera men�mbulkan hak dan kewaj�ban 
bag� kedua belah p�hak. Dalam jual 
bel� kred�t sepeda motor, p�hak pelaku 
usaha  dan p�hak konsumen terleb�h 
dahulu meng�katkan d�r�nya, d�mana 
p�hak pelaku usaha menunjukkan 
kepada konsumen menjad� syarat-
syarat kred�t  sedangkan p�hak 
konsumen mel�hat dan memperhat�kan 
syarat-syarat tersebut , mas�ng-mas�ng 
p�hak d�s�n� t�dak dapat berbuat bebas 
dalam melakukan suatu t�ndakan-
t�ndakan. Mereka harus mentaat� dan 
mematuh� perjanj�an yang mereka 
buat. Apab�la p�hak konsumen lala� 
melaksanakan kewaj�bannya, maka 
pelaku usaha dapat member� sanks� 
kepada konsumen berupa denda. 
P�hak konsumen juga mempunya� hak 
ya�tu hak untuk mener�ma barang yang 
utuh dar� pelaku usaha. Sedangkan 

kewaj�ban dar� pelaku usaha waj�b 
member�kan pelayanan yang terba�k. 
Apab�la p�hak konsumen terlambat 
membayar dar� waktu yang d�tentukan 
oleh p�hak Bank, maka konsumen akan 
d�kenakan denda j�ka hal tersebut t�dak 
d��ndahkan oleh p�hak konsumen.

Pada hak�katnya perjanj�an 
d�lakukan oleh manus�a berdasarkan 
kesepakatan kedua belah p�hak 
sebaga�mana dalam akt�v�tasnya 
mereka bebas dalam melakukan upaya 
perjanj�an ba�k �tu dalam bentuk l�san 
maupun tul�san. Perjanj�an dalam 
bentuk tertul�s merupakan perjanj�an 
standar atau baku.  Pelaksanaan 
perjanj�an baku dalam jual bel� kred�t 
sepeda motor sepenuhnya yang d�atur 
oleh p�hak yang berkepent�ngan. 
Dalam hal �n� salah satunya p�hak 
perusahaan sepeda motor atau dealer 
�tu send�r�.  Pada dasarnya syarat-
syarat memperoleh kred�t sepeda 
motor sepeda motor antara dealer 
yang satu dengan dealer yang la�nnya 
ba�k �tu  Suzuk�, Yamaha, dan Honda 
adalah sama,  sepert� fotocopy KTP 
pemohon, fotocopy kartu keluarga,  
fotocopy daftar gaj� terakh�r, dan data 
la�nnya j�ka d�perlukan, namun dalam 
pelaksanaannya b�asanya mem�l�k� 
sed�k�t perbedaan. D�mana bunga 
yang d�bebankan p�hak dealer kepada 
konsumen tergantung dar� ke�ng�nan 
serta kemampuan p�hak konsumen �tu 
send�r�. Berka�tan dengan pembayaran 
bunga menurun maupun menetap 
d�serahkan pada p�hak Bank. P�hak 
Bank akan menetapkan berapa bunga 
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yang d�bebankan kepada p�hak 
konsumen.  Apab�la p�hak konsumen 
terlambat membayar dar� waktu yang 
d�tentukan oleh p�hak Bank, maka 
p�hak konsumen d�kenakan denda. 
J�ka hal tersebut t�dak d��ndahkan 
oleh p�hak konsumen, maka dar� 
�tu p�hak Bank akan mengamb�l 
t�ndakan-t�ndakan yang efekt�f. 
T�ndakan-t�ndakan yang d�amb�l oleh 
p�hak Bank b�asanya melalu� surat 
per�ngatan terleb�h dahulu.  Surat 
per�ngatan pertama berlaku 2 m�nggu. 
J�ka per�ngatan pertama, kedua, dan 
ket�ga t�dak d�patuh�, maka p�hak 
Bank aksan menunjuk salah satu 
karyawan  dar� p�hak dealer agar 
mendatang� p�hak konsumen untuk 
memperoleh penjelasan mengena� 
keterlambatannya membayar kred�t, 
maka p�hak Bank akan member�kan 
p�hak konsumen untuk membuat surat 
pernyataan. Apab�la surat pernyataan 
yang d�buat ole p�hak konsumen 
juga t�dak d�penuh�,  maka karyawan 
d�tunjuk oleh p�hak Bank menanyakan 
kembal� mengapa t�dak d�bayarnya 
kred�t tersebut. B�asanya jalan yang 
d�tempuh p�hak Bank ya�tu membantu 
p�hak konsumen yang bersangkutan 
untuk menjual sepeda motornya yang 
sudah du�amb�l melalu� kred�t. Sesudah 
sepeda motor �tu terjual, maka uang 
has�l penjualan akan d�paka� menutup� 
pembayaran dalam kred�t yang mas�h 
d�tunggak oleh p�hak  konsumen kepada 
p�hak Bank dan s�sa dar� pembayaran 
kred�t sepeda motor akan d�kembal�kan 
oleh p�hak konsumen. Jad� d�s�n� 

jelas, bahwa dalam hal kred�t sepada 
motor, p�hak dealer menyerahkan 
sepenuhnya kepada p�hak Bank 
yang d�percaya oleh mas�ng-mas�ng 
dealer untuk bekerja sama antara 
dealer yang satu dengan yang la�n 
berbeda. Menurut Pak Dewa Ast�na, 
p�mp�nan pada perusahaan dealer 
Suzuk� Indo Perkasa.17 Mengatakan 
Bank yang d�percaya untuk d�ajak 
bekerja sama ya�tu Bank Putra Aken. 
Dalam pelaksanaannya p�ak dealer 
t�dak mener�ma atau menangan� 
pembayaran kred�t. P�hak dealer 
langsung member� member�tahukan 
p�hak konsumen untuk datang ke Bank 
yang bersangkutan untuk membayar 
kred�t. Menurut Ibu Sr�, bag�an 
perkred�tan pada dealer Yamaha 
N�aga Motor.18 Mengatakan Bank 
yang d�percaya untuk d�ajak bekerja 
sama adalah Bank Perkred�tan Rakyat 
Kert�awa Danan�aga. D�mana dalam 
pelaksanaan p�hak dealer terleb�h 
dahulu menangan� pembayaran kred�t 
dar� jam kerja sampa� sore.  Kemud�an 
sorenya dar� p�hak Bank  datang untuk 
mengamb�l  pembayaran kred�t dar� 
p�hak konsumen d� dealer Yamaha  
tersebut untuk  selanjutnya d�tangan� 
oleh p�hak Bank. Selanjutnya menurut 
�bu Mon�k, bag�an perkred�tan, pada 
dealer Honda Made Ferry Motor,19 
mengatakan  Bank yang d�percaya untuk 
d�ajak bekerja sama ya�tu Bank S�nar 
Harapan Bal�.  Dalam pelaksanaannya 
dealer Honda Made Ferry Motor  
17  Wawancara 3 Januar� 2002
18  Wawncara  3 J anuar� 2002
19  Wawancara 4 Januar� 2002
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sama dengan Suzuk� Indo Perkasa. D� 
s�n� pelaksanaan pengamb�lan  kred�t 
dar� mas�ng-mas�ng Bank pada p�hak 
konsumen ada yang sama ada yang 
berbeda, yang berbeda d� s�n� adalah 
dealer Yamaha N�aga Motor. P�hak 
dealer hanya melayan� pembel�an 
secara tuna� saja. Dalam pelaksanaan 
jual bel� kred�t sepada motor d�t�njau 
dar� Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 d�atur dalam pasal 47, bag�an 
kedua menyebutkan:
  “Penyelesa�an sengketa konsumen 

d�luar pengad�lan untuk mencapa� 
kesepakatan mengena� t�ndakan 
tertentu untuk menjam�n t�dak 
akan terjad� kembal� atau t�dak”

Pasal 47 Undang-Undang Nomor 
8 Tahun 1999 d�atas menekankan, 
bahwa penyelesa�an sengketa antara 
pelaku usaha dan konsumen d�tempuh 
dengan jalan dama� atau melalu� 
kekeluargaan, karena dengan jalan 
dama� para pelaku usaha dalam 
menyelesa�kan sengketa t�dak perlu 
melalu� jalan pengad�lan.

IV     PENUTUP
4.1 Simpulan

Dar� ura�an-ura�an tersebut d� 
atas, akh�rnya t�ba pada kes�mpulan 
sebaga� ber�kut:
1. Perl�ndungan hukum terhadap 

konsumen  atau deb�tur dalam  
jual bel� kred�t sepeda motor 
berpedoman pada Undang-
Undang  Nomor 8 Tahun 
1999, yang mengatur tentang 
hak dan kewaj�ban konsumen, 

untuk meng�mbang� hak 
dan kewaj�ban konsumen 
Undang-Undang Perl�ndungan 
Konsumen juga memberlakukan 
hak dan kewaj�ban bag� pelaku 
usaha. Sehubungan dengan hal  
tersebut, maka pelaku usaha 
harus memperhat�kan dengan 
jelas dan tel�t� dalam membuat 
suatu perjanj�an baku jual bel� 
kred�t sepeda motor yang d�atur 
dalam Pasal 12 ayat 2 dan 4.

2. Penerapan perjanj�an baku dalam 
jual bel� kred�t sepeda motor 
Harus sesua� dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999. 
Berdasarkan Undang-Undang 
tersebut d�atas suatu perjanj�an 
yang d�buat oleh kedua belah 
p�hak harus d�patuh� serta 
melaksanakan �s� dar� perjanj�an 
tersebut. Apab�la konsumen 
melakukan pelanggaran terhadap 
�s� dar� perjanj�an �tu , sepert� 
keterlambatan untuk membayar 
kred�t, maka konsumen akan 
d�kenakan sanks� berupa denda, 
kalau selama waktu yang 
telah d�tentukan konsumen 
t�dak membayar kred�t beserta 
dendanya, maka p�hak pelaku 
usaha akan mengamb�l 
t�ndakan-t�ndakan yang pertama 
member�kan surat per�ngatan 
kepada konsumen, ba�k �tu surat 
per�ngatan pertama, kedua, dan 
ket�ga dengan jangka waktu 
mas�ng-mas�ng dua m�nggu. 
B�la ket�ga per�ngatan t�dak 
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d��ndahkan  oleh konsumen, 
maka pelaku usaha mengamb�l 
t�ndakan selanjutnya yang leb�h 
efekt�f, dengan  mendatang� p�hak 
konsumen untuk menyelesa�kan 
masalah tersebut. Dalam  hal 
�n� sesua� ketentuan yang d�atur 
dalam Pasal 47 bag�an dua 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999 yang menekankan, bahwa 
penyelesa�an sengketa antara 
pelaku usaha dengan konsumen 
d�tempuh dengan jalan dama� 
atau melalu� kekeluargaan.

4.2 Saran
1. Pelaku usaha membuat suatu 

perjanj�an baku  dalam jual bel� 
kred�t sepeda motor, harus sesua� 
dengan perjanj�an pada umumnya 
yang d�atur dalam KUH Perdata 
dan perjanj�an baku khususnya 
yang d�atur dalam Undang-
Undang  Nomor 8 Tahun 1999. D� 
dalam Undang-Undang tersebut 
d�atas konsumen d�ber�kan hak 
sepert� mendapatkan  �nformas� 
yang benar dar� pelaku usaha 
dan pelaku usaha berkewaj�ban 
untuk member�kan �nformas� 
yang benar kepada konsumen 
serta memperhat�kan leb�h tel�t� 
dalam mencantumkan but�r-
but�r perjanj�an kedalam bentuk 
formul�r atau blangko. Jad� dalam 
hal �n� t�dak akan merug�kan 
kedua belah p�hak, ba�k �tu 
konsumen maupun pelaku usaha 
untuk berjanj�.

2. Untuk menyelesa�kan masalah 
yang terjad� dalam pelaksanaan 
jual bel� kred�t sepeda motor, 
sepert� konsumen terlambat 
membayar kred�t, pelaku 
usaha hendaknya member�kan 
k e m u d a h a n - k e m u d a h a n , 
keb�jaksanaan serta member�kan 
perpanjangan waktu leb�h kepada 
konsumen untuk untuk memenuh� 
kewaj�bannya membayar kred�t 
dan pelaku usaha hendaknya 
t�dak beg�tu membeban� dengan 
denda terlalu t�ngg� atau dengan 
cara yang berbentuk paksaan, 
sepert� dengan mengamb�l 
sepada motor tersebut tanpa ada 
komprom� terleb�h dahulu kepada 
konsumen. Hendaknya dalam 
penyelesa�an �n� d�sesua�kan 
dengan Pasal  47, bag�an  dua, 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1999, d�selesa�kan dengan jalan 
dama� dan secara kekeluargaan.
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